
BT'PATI I(ONAWE SEL/TTAIY
PROVINSI SUI"AWESI TEIIGGARA
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TENTANG

PEITDELEGTSIAII I{'DUTETAJYGAIT PEI'I(SAXA.AN IZIX UbI/UIA UII(RO I,AT
KECIL XIPAI)A CA.UAT

DI XABT'PATEIT KOTAWE SEI]ATAN

Menlmbang:

DETGAIf RAIITAT TI'HAN YAITG UAIIA ESA
BT'PATI KONAWE SELIITAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2OL4 ter,ltang Prizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan
Kecil Kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan

Menglngat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun
2OO4);

Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan lembaran ltregara Repulik
Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan l.cmbaran
Negara Nomor 5512);
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan
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Menetaphan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 Tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun
2O13 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2O14 Tentang Perizinan
untuk Usaha Mikro dan Kecil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2O14 Tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun
2O13 Tentang Perlimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun
2013).

MEIUTUSI(I"II

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
XETEIITUAJT I'UUT

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan

/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2OO8 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri'yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagran
baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memiliki Kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2O

Tahun 2OO8 Tentang Us$a Mikro, Kecil dal Menengah;
7. lztn Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan

IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/ kegratan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan
Kecil dalam bentuk satu lembar.



BAB II
RUATG LIICGXI'P

Pr.rl 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi
pemberian IUMK bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil kepada
Camat di Kabupaten Konawe Selatan.

BA8 III
PEITDELEGASIAIT IISWEITAI| GAJ|

Pesal 3

Bupati Mendelegasikan Kewenangan Kepada Camat sebagai
pelaksana IUMK dalam bentuk Izin Usaha Mikro Kecil yang
berada di masing - masing Kecamatan, di wilayah kerja masing-
masing.

BAB IV
PEL,AXSA,I{AAIT PEUBERIAIT REKOUEI{DAAI DAIT IZIT

USAIIA IIUK
Puel 4

Pasal 6
Camat melaporkan pendataan UMK secara periodic melalui
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan.

Paral 7
Dalam pemberian Izin dan Rekomendasi oleh Camat tidak
dibebankan biaya dalam bentuk apapun.

Pssal 8
Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan pemberian
Rekomendasi dan Izin UMK dilakukan oleh dinas terkait.

Pasal 9
Dinas Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dalam
pembinaan dan pengawasan dengan instansi terkait.

Camat melakukan pemberian lzrn setelah mendapatkan
kewenangan dari Bupati

Pasal 5
Camat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelaku
UMK di Wilayah masing-masing.

BAB V
PEUBIITAAJ{ DAI| PETGAWASAI|



Di undangkan di Andoolo
pada tanggal

SEIIREf,ARIS DAERAH
XABIIPATEI| I(OI{AWE SEI.ATAI|

Penblne Uteran fudr, Gol. IV/c
I{IP. 19620730 194901 10()1

Pasal 10
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas
Koperasi dan UMKM.

BAB VI
PEITUTUP
Pesd 11

Segala ketentuan yang mengatur tentang tehnik
pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan
Bupati.

Paral 12
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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